BAB I11
KETENTUAN HAK WARISANAK ZINA MENURUT PASAL 869 KUH

PERDATA

Pengertian Warisdan Anak Zina

. Waris Dalam KUH Perdata

Hukum waris merupakan konsepsi hukum perdata lyaragy bersumber
pada BW, merupakan bagian dari hukum harta kekayabeh karena itu
hanyalah hak kewajiban yang berwujud harta kekayaag merupakan warisan
yang akan diwariskan. Hak dan kewajiban dalam hukwblik, hak dan
kewajiban yang timbul dari kesusilaan dan kesopaigak akan diwariskan,
demikian pula halnya dengan hak dan kewajiban y@mgul dari hubungan
hukum keluarga, ini juga tidak dapat diwariskan

Waris diatur di dalam buku kedua yang pertama-tdimabut di dalam
Pasal 830 yakni :Pewarisan hanya berlangsung karena kematiadelasnya,
menurut pasal ini rumusan/ definisi hukum waris cadp masalah yang begitu

luas. Pengertian yang dapat dipahami dari kalinmgkat tersebut di atas adalah

> Eman Suparmarntisari Hukum Waris Indonesj@Bandung, Mandar Maju, 1995, hal 90

36
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bahwa jika seorang meninggal dunia, maka selurkhdaa kewajiban beralih/

berpindah kepada ahli warisnya.

Berdasar pada pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukerdala di atas
maka para ahli dibidang ini (hukum waris) telah wmenskan hukum waris
sebagai berikut:

a. Mr. A. Pitlo mengatakan: “Hukum waris adalah suedngkaian ketentuan-
ketentuan, dimana berhubung dengan meninggalnyaorses), akibat-
akibatnya di dalam bidang kebendaan, diatur yaatabat dari beralihnya
harta peninggalan dari seseorang yang meninggadeephli waris baik di
dalam hubungannya antara mereka sendiri, maupugadasihak ketiga®.

b. Menurut Geillusteerde Encyclopaedi, A. Winkler ByirHukum waris ialah:
Seluruh peraturan yang mengatur pewarisan, mermmta&auh mana dan
dengan cara bagaimana hubungan-hubungan hukursedaorang yang telah
meninggal dunia pindah kepada orang lain, dan dedgmikian hal itu dapat
diteruskan oleh keturunannya.

Dalam hukum waris berlaku juga suatu asas bahwdilapaeorang
meninggal, maka seketika itu juga segala hak dawajdeannya beralih pada
sekalian ahli warisnnya. Asas tersebut tercantutandasuatu pepatah Prancis

yang berbunyf: le monsaisit le vif ’, sedangkan pengoperan segala hak dan

%5 G.Karta Saputr&?embahasan Hukum Benda, Hipotik Dan Warj3akarta: Bumi Aksara,
hal, 54

%6 Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktilakarta: PT Reineka
Cipta, 1997, hal 97

> Ibid.. hal 98.
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kewajiban dari si meninggal oleh para ahli warisatihakan‘saisine. Menurut
Pasal 834 B.W. seorang ahli waris berhak menunémbagian harta waris
seluruhnya apabila ia sendirian dan sebagian apadhil beserta yang lain
(saudara). Jadi pasal tersebut sebagai perlindusgalnila ada pembagian yang
tidak sesuai dengan hukum waris yang ada.

Adapun kekayaan yang dimaksud dalam rumusan diegf@ah sejumlah
harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yanghggal dunia.

Pada dasarnya proses beralihnya harta kekayaaoraegekepada ahli
warisnya, yang dinamakan pewarisan, terjadi haeyman kematian oleh karena
itu pewarisan baru akan terjadi jika terpenuhi pgesyaratan, yaitu :

1) Ada seseorang yang meninggal dunia.

2) Ada orang yang masih hidup sebagai ahli waris yakgn memperoleh
warisan pada saat pewaris meninggal dunia.

3) Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan piswar

Menurut Eman Suparman ada tiga aspek yang adahgatéapeninggalan

(harta warisan) yaitu:

a) Masalah hak waris
Menurut Undang-Undang hak waris dapat diperjuakbal : dengan alasan
bahwa hak waris tersebut berdiri sendiri. Dalamapd$37 KUH Perdata

disebutkan :

8 Eman Suparmaloc.cit.
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Barang siapa menjual suatu warisan dengan tidakrditgkan barang demi
barang, tidaklah diwajibkan menanggung selain hanyarhadap
kedudukannya sebagai ahli waris.

b) Masalah hak pakai
Undang-Undang menegaskan bahwa yang dapat diwarigleh pewaris
kepada ahli waris dapat berupa hak pakai hasil s¢dwruh atau sebagian
harta peninggalan.
c) Harta warisan
Dalam membagi harta warisan maka yang harus di&kukrlebih dahulu
adalah pembayaran hutang-hutang si pewaris, dam Ipenguburan mayat.
Sisa kekayaan setelah dikurangi dua hal tersebutdbagikan kepada para
ahli waris.*
Berdasarkan sistimatika Kitab Undang-Undang Hukuend&a, maka
jelas bahwa masalah-masalah penting yang menyargkuérisan diatur di
dalam Buku Il tentang kebendaan. Sistem tersebuatbagkan petunjuk bahwa
hak kewarisan dan segala sesuatu yang timbul kayar@gi pandang sebagai hak
kebendaan hal ini dapat ditinjau dari aspek-aspesebut di atas, maka jelas
bahwa waris dalam hal ini sebagai alasan mengapavaas dimasukan pada
hukum benda, yang mana hukum waris mempunyai pijakeng kuat, yaitu

sebagai hukum kebendaan dan hukum kekeluargaan.

% bid...hl 22
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Yang merupakan ciri khas hukum waris menurut BVai@ntain “adanya
hak mutlak dari para ahli waris masing-masing urgakaktu-waktu menuntut
pembagian dari harta waris&f” Ini berarti jika seorang ahli waris menuntut
pembagian harta warisan di depan pengadilan tuntigisebut tidak dapat di
tolak oleh ahli waris yang lainnya. Tuntutan initéea dalam Pasal 1066 KUH
Perdata :

1) Seseorang yang mempunyai hak atas sebagian deigeringgalan tidak
dapat dipaksa untuk membiarkan harta benda periamggialam keadaan
tidak terbagi-bagi di antara para ahli waris yadg.a

2) Pembagian harta benda itu selalu dapat di tuntldupan ada perjanjian
yang melarang hal tersebut.

3) Perjanjian penangguhan pembagian harta peningdalaat saja di lakukan
hanya untuk beberapa waktu tertentu.

4) Perjanjian penagguhan pembagian hanya berlaku kengelama lima
tahun, namun dapat diperbaharui jika masih dikehkirmleh para pihak.

Dengan demikian sistem hukum waris menurut BW m&ngiri khas
yang berbeda dari sistem waris yang lainnya yaitnghendaki agar harta
peninggalan seseorang pewaris secepat mungkinidibggkepada mereka yang
berhak atas harta tesebut. Kalaupun hendak dilmadedam keadaan tidak

terbagi, harus terlebih dahulu melalui persetujgloruh ahli warig-

€0 wirjono Prodjodikoropp.cithal 12
1 Eman Suparmamp.cit hal 22



41

2. Anak Zina dalam KUH Perdata

Dalam KUH Perdata ada dua macam anak luar perkawaraak alami )
yaitu anak luar perkawinan yang diakui dan dan adoak kawin yang tidak
diakui. Dalam hal ini anak zina tergolong anak likawin yang tidak bisa diakui
sama kedudukannya dengan anak sumbang.

Mengenai pengertian anak luar kawin, Benyamin Asdiam bukunya
Dasar-dasar Hukum Waris Barahembedakan menjadi 3 golongan yaitu:

1. Anak Zina ( Overspeleg kind)
Anak zina sendiri, adalah anak yang lahir dariumgan antara seorang laki-
laki dan seorang perempuan dimana salah satu athuaknya, tidak terikat
dalam perkawinan dengan pihak lain atau keduamerfkat dalam ikatan
perkawinan yang sah dengan pihak lain.

2. Anak sumbang ( Bloed Schenneg / darah yang di ikotor
Anak sumbang yaitu anak yang dilahirkan dari hulamngntara seorang laki-
laki dan seorang perempuan, yang di antara keduatgrdapat larangan
untuk menikah ( karena terdapat hubungan datah).
Anak Alami yaitu : anak yang dilahirkan di luar kawinan tetapi kedua
kedua orang tuanya tidak terikat dengan perkawlsian
Anak-anak tersebut menuruat Pasal 283 vyaitu tidagad di akui, dan

mengenai hak waris anak-anak ini Pasal 867 KUH d@aranenentukan

62 Benyamin AsriDasar-Dasar Hukum Waris Barat Suatu Pembahasanifie@an
Praktek Bandung : TARSITO, 1988, him 13
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bahwa mereka tidak dapat mewaris dari orang yanghbaeihkanya., tetapi
Undang-undang memberikan kepada mereka hak mermarmberian nafkah
seperlunya terhadap budel. Kalimat sudah di nafeéh ayah dan ibunya
selama hidupnya nafkah disini tentukan sebagakuter nafkah ditentukan
menurut si ayah atau si ibu serta jumlah dan keagaea pewaris yang sah ,
jadi dalam penafkahan anak zina pun tidak bisa ntakan jatah nafkah

sesuai keinginan si nafkahnya senffiri.

B. Landasan (Dasar) Hukum Kewarisan

Di atas telah disinggung tentang unsur-unsur WBYAs yakni ,pewaris, ahli
waris dan harta warisan. Ketiga unsur hukum wanis sebagai sarat adanya
pewarisan, kalau tidak ada salah satunya maka hukans tidak bisa diberlakukan/
tidak terlaksana tanpa adanya :

a) Pewaris (Erflater)

Siapa yang layak disebut sebagai pewaris ? bangdéndan yang
memberi jawaban atas pertanyaan ini dengan menyrgskl 830 BW, yaitu
“Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Nhakega kematianlah yang
menimbulkan kematian. Pewaris adalah seseorang yemjnggal dunia, baik
laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sgbmharta kekayaan,
maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajibarajlean yang harus

dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan suraiatvasaupun tanpa surat

83 Ali Afandi, op.cit, hal 6
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wasiat. Karenanya adalah penting artinya untuk ma@kean dengan teliti saat
meninggal itu. Biasannya yang dianggap sebagaig yaenentukan, adalah saat
jantung berhenti berdeny?ft. Jadi apabila seorang meninggal dunia, maka segala
hak dan kewajiban turun/pindah/beralih pada ahlismaya. Seperti dimaklumi
bahwa manusia sebagai insan beragama sebagi nsasliakzoon politiconkata
aristoteles, sebagai anggota masyarakat. Maka aekayat dikandung badan
semua orang mempunyai atau pendukung hak-hak demjikan terhadap
keturunannya. Dengan arti kata lain bahwa ada sudiungan timbal balik antra
seorang individu sebagai anggota masyarakat dealgan sekitarnya, “homo
sacrahumini”, manusia itu suci bagi manusia lainnyadi manusia saling
berhubungan dan saling membutuhkan satu sama &inny
Dalam hal ini dasar hukum seseorang ahli waris pezaleh warisan

dari si pewaris menurut sistem hukum waris BW agaachra yaitu :
1. Menurut ketentuan Undang-Undang

Undang-undang telah menentukan bahwa untuk mekamukedudukan

hukum seseorang yang telah meninggal, sedapat nmudiglesuaikan dengan

kehendak dari orang yang meningal itu. Undang-ugdaerprinsip bahwa

seseorang bebas untuk menentukan kehendaknyagdmatia kekayaannya

setelah ia meninggal dunia. Akan tetapi apabile@esng tidak menentukan

sendiri ketika ia hidup tentang apa yang akan derj@rhadap harta

& A Pitlo, Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum HulRerdata Belanda
Jakarta : PT Intermasa, 1990, Hal, 15
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kekayaannya maka dalam hal ini demikian undang-umpdakan kembali
menentukan perihal pengaturan harta yang ditinggeasleseorang tersebut.
Menurut surat wasidestament
Yaitu surat pernyataan dari seseorang tentang apg dikehendaki setelah ia
meninggal dunia. Dan selama pembuat wasiat masilphivasiat dapat di
cabut atas kehendak dari si pembuat wasiat sebekmmggal duni§’

Ahli waris (Erfenaan)

Siapa yang layak disebut sebagai ahli waris ? nd@aris besarnya ada

dua kelompok yang berhak atau yang layak sebagiaivahis yaitu; Pertama

orang atau orang-orang yang oleh hukum atau UU gothlya KUH Perdata

/BW ) telah ditentukan sebagai ahli waris , dangykedua orang atau orang-

orang yang menjadi ahli waris karena peawaris dikaldupnya melakukan

perbuatan-perbuatan hukum tertentu misalnya; paabdaukum pengakuan anak,

pengangatan anak , daestamentatau surat wasiat. Ahli waris menurut UU

terdiri atas 4 golongan yaitu;

a.

Golongan | terdiri atas; suami atau istri yang piderlama ditambah anak
atau anak-anak serta sekalian keturunan anak-arakbut. Hal tersebut
terdapat pada pasal 832, 852, dan 852 a KUH Perflptbila ada di antara
anak yang sah yang telah meninggal dunia makauuaryang sah (cucu)
dari anak sah yang telah meninggal dunia terseisat tampil sebagai ahli

waris menggantikan orang tuannya yang telah mehohgaia tersebut. Hak

% |bid...Eman Suparman, him 25



45

bagian cucu mengikuti bagian orang tuanya. Bagsn atau suami ini
terdapat perbedaan

Golongan |1l terdiri atas; ayah, ibu, dan saudatetaa serta sekalian
keturunan sah dari saudara-saudari tersebut seladjawaris pengganti
saudara-saudari tersebut jika di antara merekayadg sudah meninggal
dunia. Hal tersebut terdapat pada pasal 854, &&h,dan 857 KUH Perdata.

Golongan Il terdiri atas; kakek nenek dari ayah #akek nenek dari ibu.
Pembagian warisan dari golongan ini haruskbtiving terlebih dahulu.
Maksudnya harta peninggalan yang ada dibagi digbtkerdahulu. Setengah
bagian pertama merupakan hak bagian kakek nenekgdais ibu dan
setengah bagian lainnya merupakan hak bagian kakekk garis ayah.
Apabila kakek nenek garis ibu masih hidup maka keermendapatkan
seperempat bagian. Sedangkan apabila kakek nemekgats ayah tinggal
kakek saja maka kakek tersebut mendapat utuh sdtdragian.

Golongan 1V terdiri atas; keluarga sedarah darisgaenyimpang yang di
batasi sampai drajat keenam, baik dari pihak ayabpom pihak ibu. Ahli
waris ini baru bisa dibutuhkan apabila tidak addowggan ahli waris dari

golongan Il
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Warisan fialaten scha)s®

Warisan atau yang disebut harta warisan yaitu ydviekayaan yang di
tinggalkan dan selalu beralih kepada para ahli tersebut.

Dalam hal dalam sistem B.W. tidak mengenal istitedrta asal atau harta
gono-gini atau “harta yang di peroleh bersama thrdgerkawinan sebab harta
warisan dalam B.W. dari siapapun juga merupakasdkean” yang secara bulat
dan utuh dalam keseluruhan akan beralih dari tapgaaris kepada seluruh ahli
warisnya; artinya dalam B.W. tidak di kenal perlmdgengaturan atas dasar
macam atau asal barang-barang yang ditinggalkaramewHal tersebut di
tegaskan dalam pasal 849 B.W.

Sebelum ada pembagian warisan maka kepada ahk wda beberapa
ketentuan-ketentuan tentang kewajiban-kewajibamg yarus dilunasi kewajiban
dari mayit yaitu ; pembayaran utang-utang mayithgoeusan mayit, hibah
wasiat.

Dalam pasal 1100 di sebutkan ;

para waris yang telah menerima suatu wgarisan djibkan dalam hal

pembayaran hutang, hibah wasiat dan lain-lain, mermbagian yang
seimbang dengan apa yang diterima masing-masinigveiisan®’

Dalam hal pengurusan mayat yaitu pemakaman mayaivebaharta

warisan yang pertama harus di manfaatkan untuk raganbsegala keperluan

% Omar SalimpPasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesidakarta; PT Reineka Cipta, 2006,

hal 6

7 R. subekti, S.HKitab Undang-Undang Hukum Perdatakarta; PT Pradnya Paramitha,

1999. hal 285
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guna terlaksananya pemakaman mayat tersebut. Delim Burgerlijk Wetboek
tidak meancantumkan dalam bagian warisan, akapitetalam pasal 1149
kedua, yang menjelaskan biaya pemakaman mayitebbagai utangreferent
yaitu terlebih dahulu diutamakan pembayarannya ltata warisannya, sebelum
utang yang lain dilunasi.

Hanya satu jenis utang yang harus lebih diutmakembayarannya
sebelum biaya pemakaman, yaitu biaya untuk meny@teang-barang yang
bersangkutan guna untuk dilelangkan barang-barangliimuka umum untuk
melunasi utang-utang, itu bila mana harta wariggaktmemenuhi untuk di bayar
semua utang-utangnya.

Dalam hal hibah wasiat menurut KUH Perdata di kefexigan nama
Testamen yang diatur dalam buku ke dua bab ketigabelaBndgasal 875
Burgerlijk Wetboekyaitu testatemen ialah suatu akta yang memuatyatxan
seseorang tentang apa yang dikehendakinya akaditegtelah ia meninggal
dunia dan dapat dicabut kemBali Tentang besar-kecilnya harta warisan yang
akan dibagikan kepada ahli waris, adalah tentgitimeportie” atau “Wettelijk
erfedeel” (besaran yang ditetapkan oleh Undang-Undang), hadalah untuk
menghindarkan dan melindungi anak si wafat dariekdoungan si wafat
menguntungkan orang lain. Masalah ini diatur dajzasal-pasal 913 dan 929

Burgerlijk Wetboek.

®8 |bid, Omar salim hal 21
% |bid...Eman Suparman hal 34
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Dalam KUH Perdata disebutkan yang tidak patut mergerwarisan
dalam pasal 838 KUH Perdata:

1. Mereka yang dihukum karena dipersalahkan karenabmeuah atau mencoba
membunuh si yang meninggal.

2. Mereka yang dengan putusan hakim, pernah dipetsalakarena secara
fitnah telah mengajukan pengaduan kepada si yamgnggal, ialah suatu
pengajuan telah mengajukan kejahatan, yang terard@mgan kurungan
hukuman lima tahun.

3. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telabegah si meninggal
untuk membuat atau mencabut surat wasiatmpat mereka telah
menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasy@ng meninggal.
Jadi kalau ada ahli waris mempunyai kasus tersdiblatas maka batal waris

atasnya.

C. Kedudukan Anak Zina menurut Hukum Per data.

Sebelum penulis membahas waris anak dalam KUH Rerdenulis akan
membagi status anak ke dalam beberapa golonganmgang akan mempengaruhi
dalam suatu pewarisan, anak-anak tersebut

Ada beberapa status anak dalam KUH Perdategérlijk wetboek) yang
menggolongkan tiga golongan terhadap status anak ya

1. Anak Syah, yaitu seorang anak yang lahir dalanuspatkawinan.
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2. Anak yang lahir di luar perkawinan, tetapi diakdelo seorang ayah dan ibu.
Dalam hal ini antara si anak dan orang yang mengailutimbul pertalian
kekeluargaan. Pertalian kekeluargaan ini hanya ikehgrang yang mengakui
anak itu saja. Jadi keluarga lain yang mengakuk aha tidak terikat oleh
pengakuan orang lain, anak dari golongan ini, ggah dan ibunya kawin, lalu
menjadi anak yang sah.

3. Anak lahir di luar perkawinan, dan tidak diakui bbaleh ayahnya ataupun
ibunya.’®

Selain itu menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1¥&hg Mana Terdapat
Pada Pasal 42-44 | ketentuan Undang-undang perkawkedudukan anak di atur
secara otentik (resmi di dalam Undang-undang yik@nyang di tegaskan pada :
Pasal 42 berbunyi :
" Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atatagebakibat
perkawinan yang sah”
Pasal 43 berbunyi :
1) Anak yang di lahirkan di luar perkawinan hanya memgi hubungan
perdata dengan ibunya dan keluarga ibunnya.
2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanpuakan di atur dalam
peraturan pemerintah.
Kemudian Pasal 44 berbunyi :
1) Seorang suami dapat menyangkal sahnnya anak ydagidian oleh

istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istanelah berzina dan
anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.

“Ibid.... Ali Afandi
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2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidakngk atas
permitaan pihak yang berkepentingan

Jadi menurut Undang-undang No 1 tahun 1974, artakdalah anak yang di
lahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan ysaly Maka dalam Undang-
undang ini jika ada wanita yang mengandung karenlbuat zina dengan orang lain,
kemudian ia kawin sah dengan dengan pria yang bpkamberi benih kandungan
wanita itu, maka jika anak itu lahir, anak itu adabnak sah dari wanita itu dengan
pria itu. Dan anak tersebut hanya mempunyai hubupgadata dengan ibunya dan
keluarga ibunya. Seperti pada Pasal 43 ayat 1 Wadadang No 1 tahun 1974 yang
bunyinya; anak yang di lahirkan di luar perkawirfsanya mempunyai hubungan
perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Adapun yang menyangkut hak dan kewajiban antanagonaa dan anak di
atur dalam pasal 45 sampai 49. Dalam pasal 45nemabahwa kedua orang tua
wajib memelihara dan mendidik anak-anak merekailsdtzaknya. Kewajiban orang
tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berkkuapai anak itu kawin atau dapat
berdiri sendiri, dan kewajiban mana terus berlalaskipun perkawinan kedua orang
tua putu&’.

Bunyi Pasal 42 Undang-undang No 1 tahun 1974, abgntanak sah ini
memimbulkan kerancuan, anak sah adalah anak yaimgleElam atau sebagai akibat
perkawinan yang sah. Bila dinyatakan “Anak yangdrlakibat perkwinan yang sah”

tidak ada masalah, namun “Anak yang lahir dalamaneskawinan yang sah” ini

" bid...R. Subekti, h. 550
2 Irma Setyowati Soemitréspek Hukum Perlindungan Anaikarta; Bumi Aksara, hal 29



51

akan memimbulkan suatu kecurigaan bila pasal imilnlingkan dengan pasal yang
membolehkan wanita hamil karenan zina, menikah aempgia yang menghamilinya.
Perkawinan perempuan hamil karena zina dengan ldkkiyang menghamilinya
adalah perkawinan yang sah. Seandainya beberapa besudah perkawinan yang
sah itu berlansung, lahir anak yang dikandungremtutakan berarti anak yang lahir
anak saffr.

Menurut KUH Perdata anak yang dilahirkan atau dsabean selama
perkawinan, memperoleh si suami sebagai ayahnyal(@80). Sahnnya anak yang
dilahirkan sebelum hari keseratus delapan pulubu{@n) dari perkawinan dapat di
ingkari oleh suami (pasal 251) anak luar kawin, uiedic yang dilahirkan dari
perzinahan atau penodaan darah, disahkan olehwirgfayang menyusul dari ayah
dan ibu mereka, bila sebelum melakukan pengakuearaesah terhadap anak itu.
Atau bila pengakuan terjadi dalam akta perkawinasgmadiri (pasal 272). Dengan
pengakuan anak yang dilahirkan di luar kawin, terdah hubungan perdata antara
anak itu dengan ayah dan ibuff{a

Pada akhirnya bila dicermati dari peraturan perngedandangan yang
berlaku di Indonesia tentang Hukum Perkawinan, ratakan bahwa status nasab

anak di luar nikah mempunyai hubungan keperdataaryeh kepada ibunya dan

3 M. Ali Hasan, Azas-azas Hukum IslaPengantar IImu Hukum dan Tata Hukun Islam di
Indonesa, Jakarta: Raja wali Press, 1997, h. 81
" Ibid...Hilman Hadikusumo, hal 133.
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keluarga ibunya. Hubungan ini biasa disebut deriggtuasaan orang tua, yakni
timbulnya hak dan kewajiban antara orang tua dak.2n

Implementasinya adalah bahwa anak di luar nikatydamemiliki hubungan
yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban denganddn keluarga ibunya.
Agaknya dapat dinyatakanafhum mukhalafalari pernyataan tersebut bahwa anak
itu tidak mempunyai hubungan keperdataan dengaakiaiplogisnya dalam bentuk;
nasab; hak dan kewajiban secara timbal balik Sgetaa dapat ditegaskan bahwa
hampir tidak ada perbedaan antara hukukm Islam aterfgukum perkawinan
Nasional dalam menetapkan nasab anak di luar nikalgupun tidak dinyatakan
secara tegas hubungannnya dengan bapak biolodem daasal tertentu untuk
golongan yang pertama yaitu anak sah tidak adaalars dalam pewarisan seperti
yang dialami pada golongan yang kedua dan ketiga.

Terhadap anak luar kawain yang diakui, agar dagahmunyai hubungan
hukum dengan orang tuannya/ ibunya, maka ia haaksid Anak anak luar kawin
yang sudah diakui dapat di sahkan atau menjadi satakapabila kedua orang tuanya
(yang membenihkanya) kemudian melangsungkan penkawyang sah. Hal yang
perlu di ingat, bahwa pengakuan anak luar kawirsitatnyapersonalijk Sifat arti

personalijk di sini, bahwa hubungan keperdataaryd@uda antara anak luar kawin

" |bid...Hilman Hadikusumo hl,134
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yang diakui dengan orang tua yang mengakuinya.ri§ida dengan sanak saudara
yang mengakuinya tidak ada hubun@an

Oleh KUH Perdatada kemukngkinan seorang anak tidak hanya mempunyai
bapak, melainkan juga tidak mempunyai ibu dalamgpdran, bahwa antara anak
dengan seorang wanita yang melahirkanya itu, taték perhubungan hukum sama
sekali tentang pemberian nafkah, warisan dan &mh. Antara anak dan ibu baru
ada perhubungan hukum, apabila si ibu mengakui enaebagai anaknya, di mana
pengakuan itu harus dilaksanakan dengan sisteentestyaitu menurut pasal 281
KUH Perdata dalam akte kelahiran si anak dalam akimikahan (perkawinan)
bapak dan ibu di depan pegawai catatan sgitbtenaar bij de burgerlijk stapd
atau dengan akte otentik sendiri (akte notariem) gdi %2 dan tidak ¥4 dari bagian
anak saH!

Jelas sekali pasal 283 KUH Perdata tidak mengakubuyngan perdata)
dengan ayah dan ibunya kepada anak yang bersataikszina dan sumbang , tetapi
memberikan pengecualian apabila ada orang tua waempakuinya, hal ini juga
terdapat pada pasal pasal 273 tentang pengesal&ramek luar kawin , yang
berbunyi : Anak yang di lahirkan dari bapak dan ibu, antarap tanpa dispensasi
presiden tak boleh di adakan perkawinan, tak dagiaahkan ,melainkan dengan
cara mengakuinya dalam akta perkawinaan pada pasal 274 dijelaskan juga bila

ada kelalaian bisa di perbaiki dengan pengesalesiden

8 Benyamin Asri, Dasar-Dasar Hukum Waris Barat Stsmbahasan Teoritis Dan Praktek,
Bandung : TARSITO, 1988, him 13
" Ibid...Omar salim. HIm 69
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D. Hak Waris Anak Zina M enurut Pasal 869 KUH Perdata.

Dalam hukum pewarisan status anak zina dalam psavasebagaimana di
ketahui KUH Perdata (BW), pasal 869 yang bunyinya:

“Apabila bapak atau ibunya sewaktu hidupnya telaengadakan jaminan
nafkahseperlunyagyuna anak yang di benihkan dalam zinah atau dadambang
tadi, maka anak itu tidak mempunyai tuntutan laghadap warisan bapak dan
ibunya”.

Yang termasuk di dalam pengertian anak tidak s#ddah :

Dalam pasal di atas ada dua status anak yang nuakabterhak menuntut
atas waris dari kedua orang tua mereka selama menhdsupan nafkah selama
hidupnya anak tersebut yaitu;

1. Anak Zina ( Overspeleg kind)
Anak zina sendiri, adalah anak yang lahir dariungan antara seorang laki-laki
dan seorang perempuan dimana salah satu atau ke@uditdak terikat dalam
perkawinan dengan pihak lain atau keduannya ted&am ikatan perkawinan
yang sah dengan pihak lain.

2. Anak sumbang ( Bloed Schenneg / darah yang di ikotor
Anak sumbang yaitu anak yang di lahirkan dari hgamnantara seorang laki-laki
dan seorang perempuan, yang di antara keduanyaaptdr larangan untuk
menikah ( karena terdapat hubungan darh).

Anak-anak tersebut menurut pasal 283 yaitu tidggatdiakui, dan mengenai

hak waris anak-anak ini pasal 867 KUH Perdata mekan bahwa mereka tidak

8lbid.. Benyamin Asri, him 13
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dapat mewaris dari orang yang membenihkanya.,itelagang-undang memberikan
kepada mereka hak menuntut pemberian nafkah separlierhadap budel (harta
peninggalan). Kalimat sudah dinafkahi oleh ayahidanya selama hidupnya nafkah
disini tentukan sebagai berikut : nafkah ditentukamurut si ayah atau si ibu serta
jumlah dan keadaan para pewaris yang sah , jadimdpkenafkahan anak zina pun
tidak bisa menentukan jatah nafkah sesuai keingharafkahnya sendif?

Keadaan ahli waris yang sah, apakah mereka mamgqu ratskin, turut
menentukan besarnya hakimentasianak-anak zina atau sumbang hal ini sesuai
dengan pasal 868 KUH Perdata, yaitu nafkah dissua kekayaan bapak atau ibu.
Harus ditegaskan pula, bahwa tuntutan anak sepeakan memperoleh sesuatu dari
harta warisan, bukanlah merupakan sesuatu tundetzargai ahli waris, tetapi sebagai
suatu tuntutan seperti dari seorang piutacigditur ).

Di sini nampak benar pembuat Undang-Undang mendkanlkepentingan
keluarga yang sah yaitu anak dari hasil perkawyzarg sah. Jadi sesudah bapak atau
ibu alamiyahnya (orang telah melahirkan anak lukam pada saat keduanya tidak
ada ikatan perkawinan dengan yang lain) meninggalad tetapi kalau pada waktu
hidupnya si bapak atau si ibu alamiyah, anak tetsédlah menikmati jaminan
nafkah dari padanya, maka anak-anak tersebut tdakpunyai hak tuntut lagi
terhadap warisan bapak dan ibu alamiyahnya.

Adakalanya anak semacam ini oleh si ibu atau sabgada waktu mereka

masih hidup, sudah dijamin penghidupanya. Kalautenjadi maka menurut pasal

" bid....Ali Afandi, , hal 6
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869 KUH Perdata, untuk anak seperti ini sama sekklk ada kemungkinan untuk
mendapatkan bagian harta warisan yang di tinggaleinsanak keluarga dari atau si
bapak

Menurut Oemar Salim dalam bukuny2asar-dasar Hukum Waris di
Indonesia mengatakan : kemungkinan seorang anakuati perkawinan akan
mendapat bagian warisan yang di tinggalkan olehlsaanak keluarga dari si bapak
atau si ibu, hal ini di buka dengan adanya pasalk8JH Perdata, yang menentukan,
apabila harta waris itu dengan tiadanya ahli waaispai tingkat ke-6 dan dengan
tiadanya janda, akan jatuh ke tangan Negara, makk mar kaawinlah ini akan
mendapatkan warisan.

Tetapi sebaliknya anak luar kawin tidak dapat méuuharta warisan itu,
apabila tali kekeluargan bapak atau ibunya si gggahwarisan itu adalah lebih dari
tingkat ke -5, sebab kalau tidak demikian, seorangk luar perkawinan itu, akan

mendapat harta warisan dalam hal seorang anakdsimendapat.

8Wiryono projdodikoroHukum Waris di Indonesj@andung; SUMUR, 1983, hal 80



